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Menim bang 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR161 TAHUN 2019 

TENTANG 

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAS I KMALAYA , 

a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan 
sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang h a rus 
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia" 
sehingga kesadaran, kemauan, dan kemampuan 
masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 
harus ditingkatka n dalam upaya m ewujudkan derajat 
kesehatan masyarakat; 

b . bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan 
tindakan dari upaya promotif dan preventif hidu p sehat 
guna meningkatkan produktivitas masyaraka t dan 
menuru nkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan 
aKi15af pel'lyakit, perlu ditemplih progra m dan kebljakan 
merubah perilaku masyarakat u ntuk h idup bers ih dan 
sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di 
Daerah; 

c . bahwa agar program da n kebijakan Gerakan Ma syarakat 
Hidup Seha t dapa t d ilaksanakan secara s is tematis, 
terencana, berkelanjutan dan berkesinambu ngan, serta 
berhasil guna sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 
dan untuk m elaksanakan ketentuan Paserl 9- huruf b, 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangun an 
Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu 
adanya pengaturan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di 
Daerah; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a 
dimaksud dalam huruf a , huruf b , dan huruf c , perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat. 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diu bah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0r 2851);-

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Keseh a tan (Lemba ran Negara Republik In donesia Tahu 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Inodnesia Nomor 5063) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
In donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan n d ng­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemeri ta an aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 15 Nomor 58, Tambahan Lem baran 
Negara R publik Indon esia om or 5679) ; 

4. eraturan Pemerintah N mor 12 Tahun 2 01 7 ten tang 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lem aran egara Rep u b 'k Indon esia Tahu n 2017 
Nomor 73, Tam bahan Lembaran Negara R ublik 
Indon ... ia Nomor 6 041); 

5 . Perat an Menteri Kes atan Nomor 2269/ 
Menk s / P j Xl j 201 1 t tang Pedoman Pem inaan 
P rilak Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik 
Indon s ia Ta hun 20 11 N mor 7 55); 

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pem bangunan 
Nasion alj Kepala Badan Perencanaan Pem bangunan 
Nasional Nomo 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum 
Pe ksana an Gerakan Masyarakat Hid p Sehat (Berita 
N gara publik Indo esia Ta hun 201 7 Nomor 1505) ; 

7. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 ntang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1) ; 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemer intah an Ya ng Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten 'fasikroalaya Tahun 20'1 6 
Nomor 3); 



Menetapkan 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 

1U. Peratut an Bupa6 Tasikinalaya Nomor 7 Tahun 201g 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7); 

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2019 
ten tang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehata n dan 
Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 84) . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT 
HIDUP SEHAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesat 

Umum 

Pa sa 

Dalam Pera uran Bupati in i yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabu paten adala h Daer Kabupa en Tasikmalaya. 

2 . Pemerintah Daerah Ka bupaten adalah Bupati sebaga i unsur 
penyele ggara pemerintahan d er h yang m em impin pelaksanaan 
urusan p merin tahan ang menja i kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Dae ah a n DPRD menurut a as otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi selu s-luaSI ya dalam sistem dan 
ptinsip Negara Kesatuan Republik Indo esia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah . 



7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas 
ada1:a:h suatu tirrdakan yang sistematis dan terencana yang d ilakukan 
secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk 
meningkatkan kualitas hidup. 

8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS 
adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran 
sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, 
kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) 
di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 
masyarakat. 

Bagia n Kedua 

Maksud, Tuju an, Manfaat , dan Sa a ran 

Pasa12 

Maks u d ditetapkannya Peraturan Bup ti ini adalah sebagai pedoman atau 
acuan ba gi Pemerintah Daerah dala m melaksanakan p rogram dan kebijakan 
Germas d i Daerah. 

Pasal3 

(1) Tuj a Umum ditetapkannya Per turan Bupati ini adalah u tuk 
men dorong pen ' g tkan esadara n, emauan dan kemam puan 
masyarakat untuk b pe ilaku sehat da am upaya meningka tkan 
kualitas hidup. 

(2) Tuj a n Khusus ditetap an a Perat an B pati ini alah: 

a . m eningkatkan parti ipasi dan peran serta m asyaraka t untuk idup 
seh at; 

b. m en ingkatka prod uktivita masyarakat ; 

c. men gurangi be ban iaya kesehata n; 

d. m en ' gkatkan komitmen a a liansi 
kepentingan d ' D erah da lam pembin a an 
unt k h idup bersih d n sehat; 

t ra tegis pemangku 
perilaMlh m a syarakat 

e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/ dunia usaha; 

f. meningkatkan peran serta organi asi ma yarakatjkelompok 
potensial; 

g. mengembangkan kebijakan pembinaan pe . aku hidup bersih dan 
sehat dalam tatanan ruma h angga, institusi pendidikan, tempat 
kerja, temp at umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan 

1. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perliaku hidup bersih 
dan sehat. 



Pasal4 

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya 
p romotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivias 
penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat 
penyakit. 

Pasal 5 

Sasaran Germas meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah, instansi pemerintahan, swasta, masya raka t da n 
organisasi / kelompok masyarakat yang potensial di Daerah. 

Bagian Ketiga 

Rua n g Lfngkup 

Pasa16 

Ruang lin gkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini , me lip u ti : 

a. Pendelegasian Kewenangan; 

b . Pem bentukan Forum Komunikasi Germas; 

c. Peren canaa ; 

d . Pelaksanaan; 

e. Pem a n tauan, E aluas ·, dan Pel pora an 

f. Pembiayaan . 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWE ANGAN 

Pa sal 7 

(1) Bupa ti erwenang tuk men etapka pe e ca a an, pel anaan, 
pemanta an, evalu a s i dan pel pora n ser a m en goo dinasi egiatan 

Germ as d i Daerah. 

(2) Kewen angan Bupati sebagaim na dimaksu d pa da ayat (1 ), didelega sikan 
kepada Bada Perencanaan Pem bangunan Daerah. 

(3) Pendelegasian kewenanga n sebagaimana dimaksud pada aya t (1), 
ditetapkan dengan Kepu san Bupati. 



BABIII 

FORUM KOMUNlKASI GERMAS 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

Pasal8 

(1) Untuk mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 
dan laporan kegiatan Germas di Daerah, Bupati membentuk Forum 
Komunikasi Germas. 

(2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
merupakan Lembaga Non Stru ktu ral yang bera da di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas , terdiri a ta s : 

:3:. Pen a:ngguligjawao : Bupa:tr. 
b . Pembina Sekretaris Da erah. 

c . Ketua 
d . S kretaris 

e. Anggota 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kepala Dina s Kesehatan dan Pengendalian 
Penduduk. 

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 
P merintah Daerah abupaten Tasikmalay 

2. Instansi Vertikal di Daerah. 

3 . PergurU:3:ff Tiuggi I Aka dehl ' t 

4. unia U saha. 

5 . Kelompok Masyaraka Madani. 

Pasal9 

Dalam rangka mendukung kela n ara n tugas For m Komunikasi Germas, 
dapat diben tuk Sekreta riat Forum Kom u n 'kasi Germas. 

Pasal 10 

Pembentukan dan susu nan keanggotaan sert tugas Forum Komunikasi 
Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 , pembentukan dan susunan 
serta tugas Sekreta riat Forum Kom unikasi Germas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ,. ditetapka n dengan Keput san Bupati. 

BAB III 

PERENCANAAN 

Pasal 11 

(1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan 
Germas setiap tahun anggaran. 



(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), 
merrga:cu pada: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
b. Rencana Srategis Perangkat Daerah; dan 
c. Kegiatan Utama dan Indikator. 

(3) Penyusunan rencana kegiatan yang mengacu pada kegiatan utama dan 
indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c , dituangkan dalam 
Rencana Aksi Daerah Germas, yang tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal12 

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksu d dalam Pa sal 11 ayat 
(1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu m eliputi : 

a. peningkatan aktivitas fisik; 

h. peningkatan perifaku hidup sehat ; 

c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 

d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; 

e. penin gkatan kualitas lingkungan; dan 

f. pe ingkatan edukasi hidup sehat. 

Pasal13 

(1) Penyu sunan renc kegiata sebagaimana dimaks d da am Pa sal 12, 
men gikuti siklu s perencanaan p mbangunan d n penganggara n sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun dang-undangan. 

(2) Rencana kegiata n Germas sebaga imana d 'maksu d pada aya t (1) 
diprioritaskan tercantu m dalam Rencana K rja Pemerinta h Daera dan 
dituangkan daIam Ren cana Kerja Anggaran Peran gkat Daerah. 

Pasal14 

Hasil penyusu n an rencana kegiatan Germas sebagaimana dim ak s d dalam 
Pasal 13 ayat (1 ), tercant m dalam dokumen perencanaa n pem bangunan 
dan penganggara n sesuai engan keten u an peraturan perundan g-undangan 
di bidang perencanaan pembangunan dan pengan ggaran . 

BAB II 

PELAKSANAAN 

Pasal15 

(1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman 
atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 



(2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Da:erah danl atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 aya t (2) , Perangkat 
Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan 
anggaran yang ada. 

Pasal16 

(1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam 
pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, dilakukan sosialisasi. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada 
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan 
pemangku kepentingan. 

(3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) meliputi : 
a. kelompok masya rakat m adani; 
b . d n ia: usaha; 
c . organisasi profesi; 
d . rganisasi keagamaan; dan 
e . s tuan pendidikan. 

(4) S sia lisas i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
m elalui: 
a . m edia cetak ; 
b. m edia elektronik; atau 
c. ca ra lainnya. 

(5)' Sosia lisasi sebagaimana dimaksud p a ayat (1) , sekurang-kuran gnya 
mem u a t materi: 
a. latar belakang pen in gnya Germas; 
b . Kon sep dan Tujuan Germas; dan 
c. egiatan Germas Lin tas Sektor . 

Pasal 17 

Kepala Ba dan Perencanaan Pembangu na Daerah, m ngoordin asikan 
pelaksanaa sosialis a si Germ a s di Daerah seba gaim a n a dimaks d dalam 
Pasal16. 

BABIII 

PEMANTAUAN, EVALUASI, AN PELAPORAN 

Pasal18 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan, 
evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah yang dilakukan oleh 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal19 

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertujuan 
untuk : 



a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai 
derrgan rencana yang telah ditetapkan; 

b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan 

c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan 
pelaksanaan kegiatan Germas. 

Pasal20 

(1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling 
sedikit setiap 6' (enam) bulan sekali. 

(2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , paling sedikit memuat inform asi sebagai 
berikut: 
a. kegiatan, indikator , target dan a lokasi pendanaan kegiatan; 
b . perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, 

dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan; 
ermasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan 

d . la ngkah tindak lanjut. 

(31 Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1) dapat me ibatkan pemangku kepentingan lain 
yang berkontri usi pada Germas di Daerah. 

Pasal21 

(1) Dalam rangka pelak anaan pemantauan kegiatan Germas d i Daerah, 
setia p Perangkat Daerah wajib m ela porkan perkemban gan pelaksanaan 
kegiatan Germas yang te ah dilak a n akan kepada Bupati melalui Kepala 
Badan Perencanaan Pem angunan Daerah, engan menggunakan 
Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiata n Germa s di Daerah. 

(2) Format Laporan Pemanta an elaksanaan Kegiatan. Germa s di Da erah, 
sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) , tercantum dalam La m piran II, 
yang m eru pakan bagian tidak terpisahkan dari Perat ran Bupa ti ini. 

Pasal22 

(1) Pelaksanaa keg 'atan Germas di Daerah dieval asi setiap (satu) tahun 
sekali. 

(2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germa di Daerah, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait 
dengan Germas di Daerah. 

Pasal 23 

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, yang dilakukan oleh Perangkat 
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). 



(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaporkan hasil 
evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Da erah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasa124 

Bu pati melaporkan hasil evaluasi pelaksan aan kegiatan Germas di Daerah 
kepada Gubernur Jawa Barat, yang didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasa123. 

Pasal25 

(1) Laporan hasil e a luasi p laksanaan Ge mas i Da erah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, paling se ikit mencakup 
informa si m engenai: 
a. rincia n kegiatan dan evaluasi pe aksanaan kegiatan; 
b . tantangan dalam pelaksanaan giatan; 
c . terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan 
d. langkah tindak lanjut yang diperlukan. 

(2) F rm t Sis tematika Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Germas di 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercan tum dalam 
La piran III yang merup kan bagian tidak terpisahkan dari Perat ran 
Bupa ti ini. 

BABI 

PEMBIAYAAN 

Pasal26 

Pembiayaa n kegiatan Germa s di Daerah dibeba kan p ada: 
a. AP13D~ 

b. APBN; dan 
c. Sumber lai yan g sah dan tidak mengikat. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal27 

Kegiatan Germas di Daera ang telah dilaksan a kan sebelum Peraturan 
Bupati ini ditetapkan : 
a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah 

disusun; dan 
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di 

Daerah berpedomarr pada ketentuarr dalam Peraturarr Bupab ini. 



BAB VI 

KETENTU AN PENUTUP 

Pasa128 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangk di Singaparna 
pada tangg 

SEKRET RIS DAERAH 
KABUPAT N TA$IKMALAYA, 

MO 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 

ALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATE N TASIKMALAYA TAHUN 20 19 NOMOR 
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